
. , LINAN 

BUPATI SEKADAU 
PROVINS] KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

SEKADAU TAHUN 2 0 1 6 -  2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

BUPATI SEKADAU, 

: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan 

dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah Kabupaten Sekadau telah membentuk 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 yang merupakan 

dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk 

periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, 

misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

Pembangunan Kepala Daerah; 

b. bahwa untuk menyelaraskan pembangunan daerah 

dengan Kebijakan Nasional perlu menyesuaikan 

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sekadau tahun 2016-2021 ;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, 

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021 .  
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Mengingat 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 

Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten 

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia nomor 4355); 

6 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4400); 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;  

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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ten tang 

Republik 

23 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Pemerintahan Daerah 

Indonesia Nomor 4700); 

10 .  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

1 1 .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara 

Repu blik Indonesia Tahun 2011  Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

12 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

13. Undang-Undang Nomor 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4833); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 3); 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  

Tahun 201 1  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 310 ) ;  

20 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 nomor 994); 

2 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

22 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah , Rencana Pembangunan Menengah Daerah , dan 
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Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara 

Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312) ;  

23. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 5 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 

2013 - 2018 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan 

Barat Tahun 2013 Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 

Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 2034 

(Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 

2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi 

Kalimantan Barat Nomor 8); 

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025; 

26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2); 

27 . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 7); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

dan 

BUPATI SEKADAU 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2016 - 2021 .  
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--------------------- 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau 

tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 

Tahun 2016 Nomor 2) diubah sebagai berikut: 

1 .  Ketentuan Pasal 1, diantara angka 8 dan angka 9 

disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 8a, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah instansi / Badan/ Dinas/ Unit 

Kerja dilingkungan pemerintah Kabupaten Sekadau 

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang 

dilaksanakan oleh semua komponen dalarn rangka 

mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana 

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan 

Perangkat Daerah. 
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7. Rencana Pembangunan 

selanjutnya disingkat 

Jangka Panjang Daerah yang 

RPJPD adalah Dokumen 

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sekadau yang 

memuat Visi, misi dan arah pembangunan untuk 

jangka waktu 20 (dua Puluh) tahun, terhitung mulai 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen 

perencanaan pembangunan Kabupaten Sekadau yang 

memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala 

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan 

mempedomani pada RPJPD dan RTRW Kabupaten, 

RPJP Nasional, RPJM Nasional, RPJPD Propinsi 

Kalimantan Barat dan RPJMD Provinsi Kalimantan 

Barat. 

8a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah adalah penyelarasan pembangunan daerah 

dengan Kebijakan Nasional, serta penyesuaian 

terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian 

sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tercantum dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau 

Tahun 2 0 1 6 -  2021 .  

9 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan 

Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 

dengan mengacu pada RPJMD. 

2 . Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi 

sebagai berikut : 

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 

-7- 



(Lembaran Daerah Kabupaten SekadauTahun 2016 Nomor 

2), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

sebaga.i bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 

pada tanggal 10 Juni 2019 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 

pada tanggal 10 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 7 

cilinan Sesual dengan 111\y 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

--/ 

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU, PROVINS! 

KALIMANTAN BARAT NOMOR ( 7 )/(2019) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 

SEKADAU TAHUN 2016 - 2021 

I. UMUM 

Perubahan regulasi perencanaan pembangunan pemerintah pusat 

diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah, mendorong dilakukannya evaluasi terhadap 

Perda Kabupaten Sekadau Nomor 2 tahun 2016 tentang RPJMD 

Kabupaten Sekadau tahun 2016 - 2021 .  Berdasarkan hasil evaluasi 

RPJMD yang dilakukan serta pertimbangan teknis lainnya, maka 

dilakukan perubahan Perda Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kabupaten Sekadau tahun 2016 - 2021 .  

Perda Perubahan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016- 2021 

pada prinsipnya memuat beberapa hal antara lain sebagai berikut: 

1 .  Penyesuaian nomenklatur perangkat daerah berdasarkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

2. Penambahan program baru disesuaikan dengan kewenangan dan 

nomenklatur di bidang perangkat daerah. 

Perubahan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021 

mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

strategis perangkat daerah, merumuskan visi dan misi kepala daerah 

terpilih ke dalam tujuan dan target sasaran yang akan dicapai pada 

periode 2019 - 2021 serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan 

dan target sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta 

kerangka pendanaan selama tahun 2019 - 2021 .  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Cukup Jelas 

Pasal II 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 
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